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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap ibu kandung 

sebagai pelaku pembunuhan bayi. Kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung merupakan kejahatan 

yang kompleks karena melibatkan aspek psikologis, sosial, dan hukum. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep 

hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti 

buku dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu kandung sebagai pelaku 

pembunuhan bayi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 341 KUHP 

tentang pembunuhan bayi. Namun, pertimbangan mengenai kondisi psikologis dan motif pelaku 

sering kali mempengaruhi keputusan hakim dalam memberikan putusan, yang dapat meringankan 

atau memperberat sanksi pidana. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Bayi, Ibu Kandung, Pasal 341 Kuhp. 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze criminal liability for biological mothers who commit infanticide. 

Infanticide cases by biological mothers are complex crimes involving psychological, social, and 

legal aspects. This research uses normative legal methods with a statutory approach, case studies, 

and legal concepts. The data used in this research include primary legal materials such as the 

Indonesian Penal Code (KUHP) and relevant regulations, as well as secondary legal materials such 

as books and legal journals. The results indicate that biological mothers who commit infanticide 

can be held criminally liable under Article 341 of the Indonesian Penal Code, which addresses 

infanticide. However, considerations regarding the psychological condition and motive of the 

perpetrator often influence judges' decisions, which may either mitigate or aggravate the imposed 

criminal sanctions. 

Keywords: Criminal Liability, Infanticide, Biological Mother, Article 341 Of The Indonesian Penal 

Code. 

 

PENDAHULUAN 

Hukum pidana dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana untuk memberantas 

kejahatan, dengan mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, seperti 

pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Tindak pidana tidak hanya terbatas pada 

tindakan aktif, tetapi juga termasuk kelalaian yang berakibat pada terjadinya kejahatan. 

Salah satu bentuk kejahatan yang kompleks adalah pembunuhan anak oleh ibu kandung, 

yang dibedakan menjadi dua, yaitu aborsi (pembunuhan anak dalam kandungan) dan 

pembunuhan anak setelah dilahirkan. Pembunuhan anak yang baru lahir sering kali terjadi 

pada perempuan yang belum menikah atau menjadi korban perkosaan, dipicu oleh rasa 

takut, malu, dan tekanan sosial. 

Pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya merupakan tindakan yang sangat kejam dan 

melanggar hukum. Namun, kasus ini berbeda dengan pembunuhan biasa, karena sering kali 

melibatkan faktor psikologis dan sosial. Oleh karena itu, tindak pidana ini diatur secara 

khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 341 dan 342 serta 

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam 
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Rumah Tangga. Ibu yang membunuh anaknya sering kali melakukan hal tersebut karena 

ketakutan akan ketahuan, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah atau akibat 

pemerkosaan. 

Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung sering kali melibatkan faktor 

tekanan mental dan psikologis yang kuat. Dalam beberapa kasus, ibu tersebut juga dapat 

dianggap sebagai korban, karena mengalami kehamilan di luar kehendaknya, baik karena 

hubungan yang tidak sah atau sebagai hasil dari perkosaan. Keadaan mental ibu yang 

tertekan dapat mempengaruhi keputusan untuk menghilangkan nyawa anaknya, yang 

kemudian berujung pada tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, penting untuk 

memeriksa secara rinci unsur-unsur tindak pidana ini, agar penegak hukum tidak keliru 

dalam menerapkan pasal yang sesuai dan memberikan hukuman yang tepat. 

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pidana terhadap ibu kandung sebagai 

pelaku pembunuhan bayi, dengan mengkaji berbagai aspek hukum dan psikologis yang 

mempengaruhi keputusan ibu tersebut. 

 

METODE PENELITIAN  

a. Tipe  Penelitian 

Dalam membahas permasalahan di atas, Jenis Penelitian menggunakan yuridis 

normatif, yuridis normatif adalah dengan mengkaji atau menganalisis  data  sekunder  yang  

berupa  bahan-bahan  hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam 

sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. 

b. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian yuridis normatif ini dipergunakan pendekatan peraturan Perundang-

undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan 

konseptual (Conceptual Approach), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan- 

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide 

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Konsep-konsep hukum dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu 

argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. 

c. Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari: 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa, Undang- Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Diperoleh studi kepustakaan yang relevan dengan pokok permasalahan, yang terdiri 

literatur, serta pendapat atau opini para pakar dan praktisi hukum yang ada di internet dan 

juga kumpulan teori-teori hukum dari para pakar ilmu hukum 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yang terdiri dari Kamus-kamus hukum serta karya ilmiah atau ensiklopedia. 
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d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma 

hukum peraturan perundang- undangan yang mendukung. Kemudian dilanjutkan dengan 

pengumpulan dan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli hukum 

seperti yang tertuang dalam literatur, buku, atau sumber lainnya, setelah dirasa cukup bahan- 

bahan hukum dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan 

mendapat gambaran yang jelas dan konstruktif terhadap permasalahan yang ada. 

e. Analisis Bahan Hukum 

Setelah bahan hukum diklasifikasikan, kemudian dilakukan analisa bahan hukum 

dengan menggunakan penafsiran hu kum dan teori-teori hukum yang relevan, kemudian 

ditarik kesimpulan secara deduktif. Berpangkal dari peraturan perundang-undangan yang 

dijadikan dasar dalam penelitian ini, kemudian dikaitkan atau diterapkan pada kasus-kasus 

berkenaan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Kandung Sebagai Pelaku 

Pembunuhan Bayi, selanjutnya ditarik kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Ketentuan Tindak Pidana Terhadap Ibu Kandung Sebagai Pelaku Pembunuhan 

Bayi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa dan diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan bayi oleh ibu 

kandungnya diatur secara khusus dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Pasal 341 mengatur 

tentang pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang dilakukan segera setelah kelahiran karena 

takut ketahuan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 342 

mengatur pembunuhan bayi yang dilakukan secara berencana oleh ibu kandungnya dengan 

ancaman hukuman penjara paling lama sembilan tahun. 

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung meliputi adanya niat untuk 

menghilangkan nyawa bayinya yang dilakukan segera setelah kelahiran atau dalam waktu 

singkat setelahnya. Motif utama dari tindakan ini adalah rasa takut diketahui melahirkan 

bayi. Perbuatan ini dipandang sebagai tindakan yang menyimpang dari norma sosial dan 

melanggar hukum, sehingga dikenakan sanksi pidana untuk menjerakan pelaku dan 

melindungi masyarakat dari kejahatan serupa. 

Sistem hukuman dalam KUHP terdiri dari hukuman pokok seperti hukuman mati, 

penjara, kurungan, dan denda, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu 

dan perampasan barang. Tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung diancam dengan 

hukuman penjara yang berbeda-beda tergantung pada apakah pembunuhan tersebut 

dilakukan dengan atau tanpa perencanaan. Selain itu, KUHP juga mengatur sanksi untuk 

pengguguran kandungan, yang dapat dikenakan baik kepada ibu yang menggugurkan 

kandungannya sendiri maupun kepada pihak lain yang membantu dalam proses tersebut.  

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Ibu Kandung Sebagai Pelaku atas 

Pembunuhan Bayi 

Pembunuhan anak merupakan fenomena yang kompleks dengan beragam kasus dan 

karakteristik. Banyak faktor yang melatarbelakangi pembunuhan anak, termasuk masalah 

psikologis ibu, rasa takut akan ketahuan melahirkan anak di luar pernikahan, atau faktor 

ekonomi yang menyebabkan ibu tidak mampu merawat anaknya. Pembunuhan bayi 

biasanya terjadi pada dua tahun pertama kehidupan anak, dengan insiden tertinggi pada saat 

bayi baru dilahirkan. Tindakan ini sering dipicu oleh tekanan sosial, seperti rasa malu atau 

takut, terutama jika kelahiran anak tidak diinginkan atau terjadi di luar nikah. 
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Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan bayi diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 

342 KUHP. Pasal 341 mengatur pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu tanpa 

perencanaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pembunuhan ini 

terjadi saat atau tidak lama setelah bayi dilahirkan, dan motif utama pelaku adalah rasa takut 

diketahui telah melahirkan anak. Sementara itu, Pasal 342 mengatur pembunuhan bayi yang 

dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 

sembilan tahun. 

Selain itu, undang-undang perlindungan anak juga memberikan sanksi bagi pelaku 

kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak 

hingga menyebabkan kematian dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 tahun 

dan denda. Jika pelaku adalah orang tua dari anak tersebut, hukuman ditambah sepertiga 

dari ketentuan yang ada. 

Dalam konteks pembunuhan bayi, unsur kesengajaan sangat penting untuk 

menentukan pertanggungjawaban pidana. Pelaku harus memiliki niat untuk menghilangkan 

nyawa anaknya, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh tentang 

akibatnya. Kesalahan atau rasa takut tidak cukup untuk membebaskan pelaku dari 

pertanggungjawaban hukum, karena asas hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa tidak 

ada pidana tanpa kesalahan.  

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Ibu Kandung Sebagai 

Pelaku Pembunuhan Bayi  

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

melibatkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut Sudarto, pemidanaan harus 

didasarkan pada tiga elemen utama: perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, 

bersifat melawan hukum, dan adanya kesalahan pada pelaku. Kesalahan ini mencakup 

kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan 

pemaaf. 

Terkait tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung, Pasal 341 KUHP 

menjelaskan bahwa seorang ibu yang karena takut ketahuan melahirkan, kemudian 

membunuh bayinya, dapat dipidana hingga tujuh tahun penjara. Perbuatan ini memiliki 

unsur-unsur yang meliputi pelaku (ibu), tindakan (menghilangkan nyawa), objek (nyawa 

bayi), waktu (pada saat atau segera setelah bayi dilahirkan), dan motif (takut ketahuan 

melahirkan). Dalam kasus pembunuhan bayi yang direncanakan terlebih dahulu, Pasal 342 

KUHP menetapkan hukuman hingga sembilan tahun penjara. 

Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan 

putusan. Pertimbangan yuridis melibatkan analisis fakta berdasarkan hukum, sementara 

pertimbangan non-yuridis mencakup aspek sosiologis seperti dampak sosial, faktor 

psikologis pelaku, dan kondisi ekonomi. Hakim juga perlu memperhatikan hal-hal yang 

memberatkan atau meringankan hukuman, serta memastikan keputusan tersebut 

mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. 

Selain itu, hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta 

merujuk pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Dalam praktiknya, hakim 

berperan penting dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial 

dalam menjatuhkan pidana. 

 

KESIMPULAN 

a. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi diatur dalam Pasal 341 KUHP dan Pasal 

342 KUHP 
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b. Pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan 

terhadap anak kandung yang baru dilahirkan Pertanggungjawaban pidana seorang ibu 

sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terlihat bahwa perbuatan menghilangkan 

nyawa bayi yang baru dilahirkan atau beberapa saat sesudah dilahirkan terkandung 

makna dapat dicelanya perbuatan terdakwa. Dalam hal ini dapat dilihat dari perbuatan 

terdakwa yang melahirkan seorang bayi dan dengan sengaja menghilangkan nyawa 

anaknya yang baru saja dilahirkan 

c. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan 

terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et 

bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi 

para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan 

teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka 

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

dapat dibagi menjadi dua jenis yakni Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis. 

Saran 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus di sosialisasikan kepada masyaraakt supaya 

masyarakat mengetahui hukuman bagi seorang ibu kandung yang membunuh bayinya 

sendiri yang tidak berdosa dengan mengetahui isi Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

maka dengan harapan bisa menyadarkan seorang wanita supaya tidak membunuh bayi 

kandungnya sendiri. 

b. Berkaitan dengan penelitian ini terhadap para pembaca terkhusus untuk para wanita saat 

kita melakukan melakukan tindakan pembunuhan merupakan perbuatan yang tercela 

dalam masyarakat dan merupakan perbuatan pidana terutama melakukan pembunuhan 

terhadap anak kandung yang baru  dilahirkan. Perbuatan tersebut dapat diancam dengan 

ancaman pidana penjara. Dengan adanya ancaman pidana ini diharapkan masyarakat 

mampu meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia. 

c. Terhadap hakim diharapkan juga dapat berfikir dan bertindak bijak dalam menjatuhkan 

hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor yang memberatkan maupun 

faktor yang meringankan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat yakni 

dengan mengutamakan pertimbangan berupa kesalahan, motif tindak pidana, sarana, 

cara serta akibat dari suatu pembunuhan terhadap anak kandung tersebut sebagai takaran 

pidana yang akan dijatuhkan. 
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